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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi telah membawa 

perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk 

dalam cara berkomunikasi dan mengakses informasi. Teknologi informasi dan 

komunikasi telah mengalami perkembangan pesat diseluruh dunia, termasuk 

Indonesia yang juga memanfaatkan kemajuan ini untuk mempercepat arus 

informasi. Kemajuan teknologi mendorong peradaban manusia untuk terus 

berkembang, terutama dalam bidang informasi dan komunikasi.1 

Perkembangan ini membawa dampak signifikan terhadap dunia pers, 

khususnya dalam konteks kebebasan pers. 

Kebebasan pers merupakan pilar fundamental demokrasi dan memiliki 

peran yang sangat penting dalam menjamin hak masyarakat untuk menerima 

informasi yang akurat, objektif, dan tidak memihak. Kebebasan pers dianggap 

sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi dan 

undang-undang di negara-negara demokratis. Kebebasan pers sangat penting 

untuk membangun negara yang demokratis dan transparan.2 Dengan adanya 

kebebasan pers, masyarakat dapat memperoleh informasi yang beragam 

 
1 Andreas Agung, Hafrida, dan Erwin, “Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime,” 

PAMPAS: Jurnal Of Criminal Law,  Volume 3, Nomor 2, 2022, hlm. 213, https://www.online-

journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23367. 
2 Safira Azarine Lutfiyah Soeprianto dan Mauridah Isnawati, “Perlindungan Hukum 

Terhadap Wartawan Sebagai Korban Kekerasan,” Jurnal Justiciabelen, Volume 4, Nomor 2, 2022, 

hlm.51,https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Perlindungan+Hukum+Terh

adap+Wartawan+Sebagai+Korban+Kekerasan&btnG=. 
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mengenai berbagai isu, yang memungkinkan mereka untuk mengambil 

keputusan lebih baik dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik dan 

sosial. Kebebasan pers juga memungkinkan adanya diskusi dan kritik terhadap 

kebijakan publik, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas tata kelola 

pemerintahan dan memperkuat demokrasi. 

Secara konseptual, pers diakui sebagai pilar keempat demokrasi yang 

berperan penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan 

pemenuhan hak atas informasi publik.3 Kemerdekaan pers merupakan bagian 

penting bagi warga negara dalam menyampaikan pendapat, salah satunya 

ditandai dengan adanya lembaga pers sebagai institusi pemberitaan. Pers 

sebagai tempat untuk menyalurkan ekspresi dan kebebasan berpendapat telah 

dijamin hak dan legitimasinya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 

tentang Pers (disingkat “Undang-Undang Pers”). Pers dianggap sebagai media 

yang dapat dipercaya dalam menyalurkan aspirasi, menyediakan informasi, 

dan komunikasi serta menjadi penghubung antara pemerinah dan masyarakat. 

Dengan memberikan informasi yang akurat dan beragam, pers membantu 

masyarakat dalam memahami isu-isu penting. 

Kebebasan pers, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers 

merupakan bagian dari kedaulatan rakyat yang didasarkan pada demokrasi, 

keadilan, dan supremasi hukum. Dalam kaitannya dengan kegiatan jurnalistik 

pers, ada profesi jurnalis yang bekerja di bawah naungan pers yang berperan 

 
3 Dewan Pers, “Menunggu Wujud Nyata Kemerdekaan Pers,” JURNAL Dewan Pers edisi 

16,2017,hlm.15,https://dewanpers.or.id/publikasi/publikasi_detail/197/JURNAL_16_Menunggu_

Wujud_Nyata_Kemerdekaan_Pers_. 
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penting terhadap suatu karya jurnalistik. Jurnalis memiliki peranan penting 

dalam menyampaikan berita dan informasi kepada masyarakat. Dalam 

menjalankan profesinya, jurnalis dituntut untuk memberikan laporan yang 

akurat, seimbang, dan objektif, termasuk saat meliput isu-isu sensitif yang 

berdampak besar bagi kepentingan umum. Namun dalam upaya mereka untuk 

memberikan informasi, jurnalis seringkali berada dalam situasi berisiko tinggi, 

baik secara fisik maupun hukum. Tidak ada siapapun, termasuk pemerintah dan 

lembaga penegak hukum, yang boleh menghalangi pers atau jurnalis dalam 

melakukan profesi mereka. Jurnalis merupakan pilar utama kemerdekaan pers. 

Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas profesinya jurnalis mutlak mendapat 

perlindungan hukum dari negara, massyarakat, dan perusahaan pers. 

Perlindungan hukum bagi jurnalis sangat penting untuk menjamin kebebasan 

pers dan keberlanjutan demokrasi. 

Perlindungan hukum terhadap jurnalis diatur dalam Pasal 8 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Dalam 

melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum”.  

Perlindungan hukum merupakaan bentuk jaminan dari pemerintah dan atau 

masyarakat kepada jurnalis agar mereka dapat melaksanakan fungsi, hak, 

kewajiban, serta peran mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 

Tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan dijelaskan dalam point kedua 

bahwa “Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh 

perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas 
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jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, 

dan menyampaikan informasi melalui media massa”. Dan dalam point ketiga 

dejelaskan bahwa “Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi 

dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat 

kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun”. 

Perlindungan ini penting untuk memastikan kebebasan pers tetap terjaga, 

sehingga para jurnalis dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut. Dengan 

adanya perlindungan hukum, jurnalis memiliki jaminan dalam menyampaikan 

informasi yang akurat kepada masyarakat. 

Meskipun perlindungan hukum terhadap jurnalis sudah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan sudah dijelaskan dalam Peraturan 

Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 Tentang Standar Perlindungan 

Dewan Pers, namun pada kenyataannya, implementasi di lapangan masih 

banyak jurnalis yang meliput, seringkali menghadapi berbagai bentuk 

ancaman, intimidasi, kekerasan, penangkapan sewenang-wenang, penghalang-

halangan, pengambilan alat-alat kerja, penganiayaan dan ada yang sampai 

menjadi korban pembunuhan yang dapat menghambat tugas jurnalistik 

mereka. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam perlindungan hukum yang 

seharusnya diajmin oleh negara. Perlindungan hukum terhadap jurnalis tidak 

hanya penting dalam konteks menjaga keselamatan individu, tetapi juga dalam 

mempertahankan kebebasan pers secara keseluruhan. 

Di Indonesia, jurnalis kerap menghadapi ancaman dan tindak 

kekerasan, terutama saat meliput isu-isu sensitif seperti korupsi, politik, hak 
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asasi manusia dan konflik sosial. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Aliansi 

Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, banyak jurnalis yang mengalami 

intimidasi, ancaman, dan bahkan kekerasan fisik Ketika menjalankan tuugas 

mereka. Kasus kekerasan terhadap jurnalis terus terjadi setiap tahun dan 

cenderung meningkat dalam situasi politik yang tegang atau saat terjadi konflik 

sosial. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terjadi 87 kasus kekerasan 

terhadap jurnalis, meningkat dari 61 kasus pada tahun sebelumnya.4 Hal ini 

mengindikasikan perlunya perlindungan yang efektif bagi jurnalis. 

Jambi, se$bagai salah satu provinsi di Indone$sia yang kaya akan sumbe$r 

daya alam, me$miliki dinamika sosial, politik, dan e$konomi yang komple$sks. 

Isu-isu se$pe$rti korupsi, konflik lahan, dan e$ksploitasi sumbe$r daya alam se$ring 

kali me$njadi sorotan me$dia, namun pe$liputan isu-isu te$rse$but tidak jarang 

me$nimbulkan risiko bagi jurnalis yang be$rani me$ngungkap ke$be$naran. 

Be$be$rapa kasus intimidasi te$rhadap jurnalis Jambi te$lah me$nunjukkan bahwa 

pe$rlindungan hukum yang ada be$lum cukup e$fe$ktif. Te$rdapat be$be$rapa kasus 

yang te$rjadi te $rhadap jurnalis di Jambi, pada tahun 2024 AJI Jambi mencatat 

terdapat 3 kasus terhadap jurnalis di Jambi. 

Tabel 1.1 

Data kasus kekerasan terhadap jurnalis  

1. 08 Mei 2024 kasus pe$rtama me $nimpa jurnalis Dimas Sanjaya 

(25), pada saat me $liput kasus yang ditangani 

ke$polisian di Markas Polda Jambi kame $ra ponse$l 

 
4 Aliansi Jurnalis Independen, “Data Kekerasan Tim Advokasi Aji Indonesia,” 2024, 

https://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan/1/10.html, diakses pada 30 Oktober 2024. 
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Dimas ditutup paksa ole $h pe$ngawal te $rlapor 

dalam kasus te$rse$but. 

2. 10 Juli 2024 Kaus kedua yaitu te $rjadinya inside$n pe$ngusiran 

jurnalis di Pe $ngadilan Ne$ge$ri Sarolangun pada 

saat me$lakukan tugas jurnalistik me $re$ka, ada 

e$mpat orang jurnalis yang me $ngalami tindakan 

pe$ngusiran dan pe$nghalangan ke$tika me$liput 

kasus tahanan kabur di Pe $ngadilan Ne$ge$ri 

Sarolangun yang dilakukan ole $h se$kre$taris 

Pe$ngadilan Ne$ge$ri Sarolangun. 

3. 3 Desember 2024 Kasus ke$tiga yaitu me $nimpa se$orang jurnalis 

be$rnama Abdullah Usman yang me $ndapatkan 

pe$rbuatan tidak me $nye$nangkan dari se $orang 

pe$jabat di Kabupate $n Tanjung Jabung Barat, ia di 

dorong dan hampe$r dipukul ke$tika se$dang me$liput 

dan me$ngambil dokume $ntasi foto ke$giatan 

Bappe$da Tanjung Jabung Barat.  

 

 Sumber: Sekretariat AJI Jambi 

Pe$ristiwa ini me$nunjukkan be$tapa re$ntannya jurnalis te$rhadap be$rbagai 

be$ntuk intimidasi dan ke$ke$rasan yang dilakukan de$ngan tindakan re$pre$sif. 

Aturan hukum yang me$ngatur pe$rs se$harusnya dapat be$rfungsi se$bagai payung 

hukum bagi se$tiap aktivitas jurnalistik di Indone$sia. Se$bagaimana dise$butkan 



7 

 

dalam Pasal 8 Undang-Undang Pe$rs, bahwasanya dalam me$laksanakan 

profe$sinya jurnalis me$ndapatkan pe$rlindungan hukum. Me$skipun se$cara 

te$rtulis jurnalis dijamin pe$rlindungan hukumnya, namun pe$raturan yang ada 

se$ringkali tidak se$jalan de$ngan re$alitas yang dihadapi di lapangan. 

Pe$rlindungan hukum te$rhadap jurnalis me$njadi sangat pe$nting untuk 

me$mastikan bahwa me$re$ka dapat me$njalankan tugas jurnalistik tanpa rasa takut 

atau ancaman.  

Be$rdasarkan uraian di atas maka pe$nulis te$rtarik me$njadikan pe$ne$litian 

ini se$bagai pe$ne$litian tugas akhir de$ngan judul “Perlindungan Hukum 

Terhadap Jurnalis Dalam Peliputan Berita” 

B. Rumusan Masalah 

Be$rdasarkan latar be$lakang yang te$lah dije$laskan di atas, pe$nulis 

te$rtarik untuk me$rumuskan masalah se$bagai be$rikut: 

1. Bagaimana bentuk pe$rlindungan hukum yang didapatkan ole$h jurnalis 

dalam me$liput be$rita? 

2. Apa saja yang me$njadi ke$ndala dalam imple$me$ntasi pe$rlindungan hukum 

te$rhadap jurnalis dalam pe$liputan be$rita? 

C. Tujuan Penelitian 

Be$rdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dari pe$nulisan ini adalah se$bagai be$rikut: 

1. Untuk me$nge$tahui dan me$nganalisis bagaimana pe$rlindungan hukum 

te$rhadap jurnalis dalam me$liput be$rita. 
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2. Untuk me$nge$tahui apa saja yang me$njadi ke$ndala dalam imple$me$ntasi 

pe$rlindungan te$rhadap jurnalis dalam pe$liputan be$rita.  

D. Manfaat Penelitian 

Pe$ne$litian ini dilaksanakan de$ngan harapan untuk me$mbe$rikan 

kontribusi yang signifikan se$rta me$nghasilkan manfaat yang nyata. Manfaat 

yang diharapkan dari pe$ne$litian inni sangat be$ragam, di antaranya: 

1. Manfaat Te$oritis 

a. Pe$ne$litian ini diharapkan dapat me$nambah wawasan dalam bidang 

hukum, khususnya me$nge$nai pe$rlindungan hukum bagi jurnalis yang 

me$nghadapi ke$ke$rasan saat me$njalankan tugas jurnalistik. 

b. Hasil pe$ne$litian ini diharapkan dapat digunakan se$bagai re$fe$re$nsi 

tambahan yang be$rguna bagi pe$ne$liti se$lanjutnya te$rkait ke$be$basan 

pe$rs dan pe$rlindungan hukum te$rhadap jurnalis. 

c. Hasil pe$ne$litian ini diharapkan dapat me$mbe$rikan kontribusi se$bagai 

tambahan ilmu pe$nge$tahuan dan informasi bagi pe$nulis, mahasiswa, 

praktisi hukum, pe$me$rintah maupun masyarakat me$nge$nai dinamika 

dan tantangan yang dihadapi ole$h jurnalis, se$hingga dapat me$ndorong 

pe$mbaruan hukum yang le$bih baik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil pe$ne$litian ini diharapkan dapat digunakan se$bagai dasar 

pe$rtimbangan bagi pe$me$rintah dan organisasi te$rkait untuk 

me$rumuskan ke$bijakan dan pe$raturan yang le$bih e$fe$ktif dalam 

me$lindungi jurnalis dari ke$ke$rasan dan ancaman. 
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b. Hasil pe$ne$litian ini diharapkan dapat me$mbe$rikan re$kome$ndasi 

konkre$t bagi aparat pe$ne$gak hukum me$nganai langkah-langkah yang 

pe$rlu diambil untuk me$mastikan pe$ne$gakan hukum yang le$bih baik 

dan pe$rlindungan bagi jurnalis. 

c. Hasil pe$ne$litian ini diharapkan dapat me$ningkatkan ke$sadaran 

masyarakat akan pe$ntingnya pe$rlindungan hukum bagi jurnalis dan 

ke$be$basan pe$rs, se$rta me$mbangun dukungan publik untuk ke$bijakan 

yang me$ndukung lingkungan ke$rja yang aman bagi jurnalis. 

E. Kerangka Konseptual 

Untuk me$nghindari pe$rbe$daan pe$mahaman atau inte$rpre$tasi te$rkait 

istilah dan diksi yang digunakan dalam pe$ne$litian ini, pe$nulis me$nyajikan 

be$rbagai konse$p yang be$rkaitan de$ngan mate$ri dan te$ma yang dibahas dalam 

pe$ne$litian ini. Istilah-istilah te$rse$but me$liputi: 

1. Pe$rlindungan Hukum 

Pe$rlindungan hukum me$rupakan suatu be$ntuk pe$layanan yang harus 

dibe$rikan ole$h ne$gara, te$rutama pe$me$rintah untuk me$mastikan se$tiap 

warga ne$gara me$rasa aman.5 De$ngan adanya pe$rlindungan hukum yang 

e$fe$ktif, me$mungkinkan se$tiap individu untuk be$raktivitas de$ngan te$nang 

tanpa rasa takut akan pe$langgaran te$rhadap hak-haknya. Pe$rlindungan 

hukum me$njadi landasan pe$nting dalam me$nciptakan ke$adilan dan 

ke$te$rtiban di dalam ke$hidupan be$rmasyarakat. 

 
5 Syuha Maisythom Probilla, Andi Najemi, dan Aga Anum Prayudi “Perlindungan Hukum 

Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” PAMPAS: Jurnal Of Criminal Law, 

Volume 2 Nomor 1, 2021, hlm. 30, https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12684. 
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Dalam pe$nje$lasan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

1999 te$ntang Pe$rs yang dimaksud de$ngan “pe$rlindungan hukum adalah 

jaminan pe$rlindungan pe$me$rintah dan atau masyarakat ke$pada wartawan 

dalam me$laksanakan fungsi, hak, ke$wajiban, dan pe$rannya se$suai de$ngan 

ke$te$ntuan pe$raturan pe$rundang-undangan yang be$rlaku”. 

2. Jurnalis 

Jurnalis me$rupakan se$se$orang yang be$rtugas me$liput dan 

me$nyampaikan informasi ke$pada publik me$lalui be$rbagai me$dia massa. 

Dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 te$ntang 

Pe$rs me$nye$butkan bahwa yang dise$but jurnalis atau wartawan adalah 

“orang yang se$cara te$ratur me$laksanakan ke$giatan jurnalistik”. 

3. Jurnalistik 

Istilah jurnalistik dan jurnalisme$ se$be$narnya me$rujuk ke$pada 

pe$nge$rtian yang sama. Jurnalisme$ me$rupakan aktivitas yang me$libatkan 

pe$ncarian, pe$ngolahan dan me$nyampaikan informasi ke$pada masyarakat 

luas. Pada intinya be$rita itu harus je$las asalnya dan isinya harus le$ngkap.6 

Ole$h kare$na itu, jurnalis dituntut untuk se$lalu me$nge$de$pankan e$tika 

profe$si se$rta me$lakukan ve$rifikasi te$rhadap se$tiap informasi se$be$lum 

dipublikasikan. 

Jurnalistik me$rupakan ke$giatan me$ngumpulkan, me$ncari data, 

me$ngolah dan me$nyusun data-data te$rse$but me$njadi be$rita.7 Jurnalistik 

 
6 Irman Syahriar dan Khairunnisah, Hukum Pers Dalam Perspektif Karya Jurnalistik, 

Langgam Pustaka, Tasikmalaya, 2023, hlm. 250. 
7 Azwar, 4 Pilar Jurnalistik: Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik, Kencana, Jakarta 

2018, hlm. 5. 
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me$rupakan bidang yang be$rkaitan e$rat de$ngan pe$nyampaian informasi 

me$lalui me$dia massa. Dalam e$ra digital se$pe$rti se$karang ini, jurnalistik 

juga te$lah me$ngalami pe$rke$mbangan pe$sat. Se$cara umum jurnalisttik dapat 

dide$finisikan se$bagai se$buah profe$si yang be$rfokus pada pe$ngumpulan, 

pe$nulisan, pe$nyuntingan, dan pe$nyajian be$rita dan informasi ke$pada 

masyarakat luas.8 Profe$si ini me$nuntut ke$te$litian dan ke$jujuran agar se$tiap 

informasi yang disampaikan dapat dipe$rcaya bagi masyarakat. 

Pe$rke$mbangan te$knologi juga me$ngubah lanskap jurnalistik, 

me$mungkinkan pe$nye$baran be$rita le$bih ce$pat me$lalui be$rbagai platfrom 

digital. 

4. Pe$liputan Be$rita 

“Pe$liputan be$rita adalah prose$s pe$ngumpulan data dan informasi 

dilapangan yang dilakukan wartawan atau jurnalis. Prose$s ini bisa be$rupa 

pe$mantauan langsung dan pe$ncatatan suatu pe$ristiwa yang te$rjadi atau juga 

wawancara de$ngan se$jumlah narasumbe$r.”9 Pe$liputan be$rita yang baik 

me$me$rlukan ke$mampuan analisis dan pe$nulisan yang baik untuk 

me$nyajikan informasi yang faktual dan me$narik bagi masyarakat. 

F. Landasan Teori 

De$ngan pe$mahaman yang me$ndalam me$nge$nai topik pe$ne$litian, 

pe$nting untuk me$ndasari analisis pada te$ori-te$ori yang re$le$van. Be$rikut adalah 

 
8 Geograf, “Pengertian Jurnalistik: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli,” 2023, 

https://geograf.id/jelaskan/pengertian-jurnalistik/, diakses pada 10 November 2024. 
9 AJI Jakarta, “Peliputan Berita,” 2018 https://ajijakarta.org/2018/03/27/peliputan-berita/, 

diakses pada 27 Desember 2024. 
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be$rbagai landasan te$ori yang akan digunakan untuk me$mbangun ke$rangka 

konse$ptual dalam pe$ne$litian ini: 

1. Te$ori Pe$rlindungan Hukum 

Pe$rlindungan hukum dapat diartikan me$lindungi masyarakat dari 

ancaman yang mungkin timbul dari individu, ke$lompok, atau le$mbaga 

lainnya.10 Pe$rlindungan ini be$rtujuan untuk me$mastikan bahwa se$tiap 

individu me$miliki hak dan ke$be$basan yang dijamin ole$h hukum, se$hingga 

me$re$ka dapat me$njalani ke$hidupan de$ngan aman tanpa rasa takut akan 

tindakan yang me$rugikan. Pe$rlindungan hukum bagi rakyat adalah konse$p 

unive$rsal yang dite$rapkan ole$h se$tiap ne$gara hukum.11 Pe$rlindungan hukum 

dipe$rlukan kare$na pe$me$rintah te$rkadang me$nyalahgunakan 

ke$we$nangannya, se$hingga pe$rlindungan hukum te$rhadap warga ne$gara 

me$njadi pe$nting untuk me$nce$gah pe$nyalahgunaan ke$we$nangan te$rse$but. 

Te$ori pe$rlindungan hukum didasarkan pada te$ori hukum alam, yang 

me$nyatakan bahwa hukum be$rasal dari Tuhan dan be$rsifat unive$rsal se$rta 

abadi, se$rta tidak dapat dipisahkan dari moralitas. Pe$rlindungan hukum 

me$libatkan pe$rlindungan subje$k-subje$k hukum me$lalui pe$raturan 

pe$rundang-undangan yang be$rlaku, yang pe$laksanaanya dipaksakan de$ngan 

ancaman. 

 
10  Niko Saputra, Haryadi Haryadi, dan Tri Imam Munandar, “Pelaksanaan Asas Praduga 

Tak Bersalah,” PAMPAS: Journal of Criminal Law, Volume 3, Nomor 1, 2022, hlm. 57 

https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17705. 
11 Shilvirichiyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Korban Tindak Pidana 

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” Kodifikasi, Volume 3, Nomor 2, 

2021, hlm. 40, https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/1901. 
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Me$nurut Satjipto Rahardjo, pe$rlindungan hukum me$rupakan 

me$mbe$rikan pe$ngayoman te$rhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang 

lain.12 Pe$rlindungan ini be$rtujuan untuk me$mastikan bahwa se$tiap individu 

me$ndapatkan hak-haknya se$cara adil se$hingga te$rciptanya masyarakat yang 

le$bih te$rtib dan be$rke$adilan. Hukum dipe$rlukan untuk me$mbantu me$re$ka 

yang kurang be$rdaya dalam aspe$k sosial, e$konomi, dan politik agar bisa 

me$ndapatkan ke$adilan sosial. 

Me$nurut Philipus M. Hadjon, bahwa pe$rlindungan hukum me$rupakan 

pe$rlindungan yang dite$rima se$tiap subje$k hukum dari pe$me$rintah yang 

be$rsifat pre$ve$ntif dan re$pre$sif.13 Pe$rlindungan hukum pre$ve$ntif me$rupakan 

pe$rlindungan yang dibe$rikan de$ngan tujuan untuk me$nce$gah te$rjadinya 

tindakan yang dapat me$rugikan hak-hak individu atau ke$pe$ntingan 

masyarakat se$be$lum te$rjadi Se$dangkan pe$rlindungan hukum re$pre$sif 

be$rtujuan untuk me$nye$le$saikan se$ngke$ta yang te$rjadi, te$rmasuk 

pe$nye$le$saian me$lalui prose$s hukum di pe$radilan.14 Pe$rlindungan re$pre$sif 

dibe$rikan se$te$lah te$rjadinya pe$langgaran. De$ngan adanya ke$dua be$ntuk 

pe$rlindungan ini, masyarakat dapat me$rasa le$bih aman dan me$miliki 

ke$pastian hukum dalam me$njalani ke$hidupan se$hari-hari.  

2. Te$ori Ke$pastian Hukum 

 
12 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 55. 
13 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 

1987, hlm. 25. 
14 M Zikron, Haryadi, dan Yulia Monita, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak 

Pidana Narkotika", PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 3, Nomor 3, 2023, hlm. 349. 

https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/24207. 
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Hukum harus me$miliki ke$pastian dan ke$adilan se$bagai prinsip 

dasarnya. Ke$pastian hukum me$rupakan e$le$me$n pe$nting dalam me$ncapai 

ke$adilan. Imple$me$ntasi nyata dari ke$pastian hukum te$rlihat pada pe$ne$gakan 

hukum te$rhadap pe$langgar tanpa me$mandang pe$lakunya. De$ngan adanya 

ke$pastian hukum, se$tiap individu dapat me$mpe$rkirakan konse$kue$nsi dari 

pe$langgaran te$rhadap aturan yang be$rlaku. Ke$pastian hukum tidak dapat 

dipisahkan dari hukum itu se$ndiri, te$rutama untuk norma hukum te$rulis. 

Tanpa ke$pastian, hukum ke$hilangan makna dan tidak bisa digunakan 

se$bagai panduan pe$rilaku bagi se$tiap orang. Me$nurut Pe$te$r Mahmud 

Marzuki, bahwa: 

Ke$pastian hukum me$ngandung dua pe$nge$rtian, yaitu pe$rtama, adanya 

aturan yang be$rsifat umum me$mbuat individu me$nge$tahui pe$rbuatan 

apa yang bole$h atau tidak bole$h dilakukan; dan ke$dua, be$rupa 

ke$amanan hukum bagi individu dari ke$se$we$nangan pe$me$rintah kare$na 

adanya aturan yang be$rsifat umum itu individu dapat me$nge$tahui apa 

saja yang bole$h dibe$bankan atau dilakukan ole$h ne$gara te$rhadap 

individu.15 

 

Be$rdasarkan pe$nge$rtian yang te$lah dije$laskan, ke$pastian hukum 

me$mastika bahwa individu akan be$rtindak se$suai de$ngan aturan hukum 

yang be$rlaku. Se$baliknya, tanpa ke$pastian hukum, individu tidak me$miliki 

pe$doman yang je$las dalam me$njalankan pe$rilaku me$re$ka. Ole$h kare$na itu, 

tidak ke$liru jika Gustav Radbruch me$nyatakan bahwa ke$pastian adalah 

salah satu tujuan utama dari hukum. 

“Ke$pastian hukum tidak hanya me$nyangkut pe$rsoalan yang be$rkaitan 

de$ngan substansi hukum saja, me$lainkan te$rmasuk pada pe$laksanaan hukum 

 
15 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 137. 
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ole$h instansi-instansi ne$gara se$rta le$mbaga pe$radilan”.16 Hukum yang 

dite$gakkan ole$h le$mbaga pe$ne$gak hukum diharapkan dapat me$njamin 

ke$pastian hukum de$mi te$rciptanya ke$te$rtiban dan ke$adilan dalam 

masyarakat. Ke$tidakpastian hukum dapat me$nye$babkan ke$kacauan dalam 

ke$hidupan masyarakat dan be$rpote$nsi me$micu tindakan main hakim se$ndiri. 

G. Orisinalitas Penelitian 

Orisinalitas pe$ne$litian me$rupakan ke$aslian dari pe$ne$litian ini yang 

dipe$role$h de$ngan me$mbandingkan pe$rbe$daan pe$ne$litian ini de$ngan pe$ne$litian 

te$rdahulu. 

Tabel 1.2 

Orisinalitas penelitian 

 

No Nama Judul Skripsi Rumusan Masalah 

1.  Ardiyan 

(Unive$rsitas 

Islam Ne$ge$ri 

Rade$n Intan 

Lampung) 

Imple$me$ntasi 

Pe$rlindungan 

Hukum Bagi 

Jurnalis Dalam 

Me$njalankan 

Profe$si 

Be$rdasarkan Pasal 

8 UU Nomor 40 

Tahun 1999 

1. Bagaimana imple$me$ntasi 

pe$rlindungan hukum bagi 

jurnalis dalam me$njalankan 

profe$si be$rdasarkan Pasal 8 

UU Nomor 40 Tahun 1999 

te$ntang Pe$rs pada Forum 

Pe$rs Inde$pe$nde$t Indone$sia 

(FPII) dan Aliansi Jurnalis 

 
16 Leo Arwansyah, Andi Najemi, dan Aga Anum Prayudi, “Batas Waktu Pelaksanaan 

Pidana Mati dalam Prespektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia", PAMPAS: Jurnal Of 

Criminal Law, Volume 1, Nomor 3, 2020, hlm. 24, https://online-

journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11073/10257. 
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Te$ntang Pe$rs 

Pe$rspe$ktif 

Syiyasah 

Tanfidziyyah (Studi 

Pada Forum Pe$rs 

Inde$pe$nde$nt 

Indone$sia (FPPI) 

dan Aliansi 

Jurnalis 

Inde$pe$nde$n (AJI) 

Kota Bandar 

Lampung) 

Inde$pe$nde$n (AJI) 

Lampung? 

2, bagaimana pe$rspe$ktif 

Siyasah Tanfidziyyah 

me$nge$nai pe$rlindungan 

hukum bagi jurnalis dalam 

me$njalankan profe$si 

be$rdasarkan Pasal 8 UU 

Nomor 40 Tahun 1999 

Te$ntang Pe$rs pada Forum 

Pe$rs Inde$pe$nde$nt Indone$sia 

(FPII) dan Aliansi Jurnalis 

Inde$pe$nde$n) Lampung? 

2. E$do Se$tiawan 

(Unive$rsitas 

Sriwijaya) 

Pe$rlindungan 

Hukum Te$rhadap 

Wartawan Korban 

Tindak Pidana 

Ke$ke$rasan Dalam 

Me$njalankan 

Tugas Jurnalistik 

(Studi Kasus di 

Kabupate$n 

Banyuasin) 

1. Bagaimana be$ntuk 

ke$ke$rasan yang dialami ole$h 

wartawan korban tindak 

pidana ke$ke$rasan di 

Kabupate$n Banyuasin? 

2. Bagaimana be$ntuk 

pe$rlindungan hukum 

te$rhadap wartwan se$bagai 

korban tindak pidana 

ke$ke$rasan? 
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3. Andi Aswan 

(Unive$rsittas 

Muslim 

Indone$sia) 

Pe$rlindungan 

Hukum Te$rhadap 

Wartawan Yang 

Me$ngalami Tindak 

Pidana Ke$ke$rasan 

Dalam 

Me$njalankan 

Tugas Profe$si 

(Studi Pada 

Polre$stabe$s 

Makassar) 

1. Bagaimana be$ntuk 

pe$rlindungan hukum 

te$rhadap wartawan se$bagai 

korban ke$ke$rasan? 

2. Faktor pe$nghambat dalam 

me$lakukan pe$rlindungan 

hukum te$rhadap wartawan 

korban ke$ke$rasan di 

Polre$stabe$s Makassar 

4. Putri Kinanti 

(Unive$rsitas 

Jambi) 

Pe$rlindungan 

Hukum Te$rhadap 

Jurnalis Dalam 

Pe$liputan Be$rita 

1. Bagaimana pe$rlindungan 

hukum yang didapat jurnalis 

dalam me$liput be$rita? 

2. Apa saja yang me$njadi 

kendala dalam imple$me$ntasi 

pe$rlindungan te$rhadap 

jurnalis dalam pe$liputan 

be$rita? 

 

 

Pe$ne$litian saya dan pe$ne$litian te$rdahulu te$ntunya me$miliki pe$rsamaan 

dan pe$rbe$daan, pe$rsamaan nya te$rle$tak pada pe$mbahasan me$nge$nai 
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pe$rlindungan hukum te$rhadap jurnalis (wartawan) pada saat me$re$ka 

me$njalankan profe$si jurnalistiknya, se$dangkan pe$rbe$daannya te$rle$tak pada 

te$mpat kasus dite$liti, dan se$lain pada rumusan masalah yang te$rte$ra di atas 

pe$nulis juga akan me$mbahas me$nge$nai pe$ran le$mbaga Aliansi Jurnalis 

Inde$pe$nde$n (AJI) Jambi dalam me$nangani kasus ke$ke$rasan te$rhadap jurnalis. 

H. Metode Penelitian 

1. Tipe$ pe$ne$litian 

Dalam pe$ne$litian ini pe$ne$liti me$nggunakan tipe$ pe$ne$litian yang be$rsifat 

Yuridis E$mpiris. Pe$nde$katan e$mpiris me$rupakan pe$ne$litian hukum yang 

me$mandang hukum se$bagai fakta yang dapat di konstatasi dan me$miliki 

ke$be$basan te$rhadap nilai.17 Pe$ne$litian hukum e$mpiris me$rupakan salah satu 

je$nis pe$ne$litian hukum yang me$nganalisis dan me$ngkaji be$ke$rjanya hukum 

dalam masyarakat.18 Yang mana dalam pe$ne$litian ini dapat me$ngkaji 

bagaimana be$ke$rjanya undang-undang pe$rs te$rhadap pe$rlindungan jurnalis. 

2. Lokasi pe$ne$litian 

Pe$ne$litian ini dilakukan disuatu Lokasi pe$ne$litian dimana dalam lokasi 

te$rse$but akan didapatkan data pe$ne$litian. Lokasi pe$ne$litian ini yaitu di 

Se$kre$tariat AJI Jambi yang te$rle$tak di lorong Sukajaya Rt.39 ke$lurahan 

Bagan Pe$te$, Ke$c. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi. 

3. Spe$sifikasi pe$ne$litian 

 
17 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. Kedua, CV. Mandar Maju, 

Bandung, 2016, hlm 81. 
18 Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 150. 
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Untuk me$nde$kati pe$rmasalahan dalam pe$ne$litian ini, pe$nulis 

me$nggunakan spe$sifikasi pe$ne$litian se$cara de$skriptif de$ngan 

me$nggambarkan obje$k pe$ne$litian se$cara rinci dan siste$matis. Se$lanjutnya, 

pe$nulis me$nganalisis pe$raturan pe$rundang-undangan yang re$le$van dan 

me$ngaitkannya de$ngan te$ori-te$ori yang be$rhubungan de$ngan topik 

pe$ne$litiam ini se$suai de$ngan hukum yang be$rlaku. Pada pe$ne$litian ini hal 

yang be$rhubungan de$ngan pe$rlindungan hukum te$rhadap jurnalis dalam 

pe$lipuatn be$rita. 

4. Populasi dan sampe$l pe$ne$litian 

Populasi adalah se$luruh obye$k, individu, ge$jala atau ke$jadian te$rmasuk 

waktu, te$mpat, ge$jala-ge$jala, pola sikap, tingkah laku dan se$bagainya yang 

me$mpunyai ciri atau karakte$r yang sama dan me$rupakan unit satuan 

dite$liti.19 Dalam pe$ne$litian ini yang me$njadi populasi adalah se$luruh jurnalis 

Jambi. 

Sampe$l adalah “bagian dari jumlah dan karakte$ristik yang dimiliki ole$h 

populasi te$rse$but”.20 Dan yang me$njadi sampe$l dalam pe$ne$litian ini adalah 

anggota Aliansi Jurnalis Inde$pe$nde$n Jambi de$ngan me$nggunakan Te$knik 

purposive$ sampling, se$hingga be$rdasarkan Te$knik ini, Adapun yang 

dijadikan sampe$l dalam pe$ne$litian ini yaitu: 

1) Ke$tua bidang Advokasi AJI Jambi 

2) Jurnalis dari AJI Jambi 

 
19 Op. Cit, hlm. 145.   
20 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Cet. Ke-19, Alfabeta 

CV, Bandung, 2013, hlm. 81. 



20 

 

5. Me$tode$ pe$ngumpulan data 

Me$tode$ pe$ngumpulan data yang dilakukan dalam pe$ne$litian ini adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara yaitu me$lakukan tanya jawab se$cara langsung antara 

pe$ne$liti de$ngan re$sponde$n atau narasumbe$r yang te$lah dite$ntukan untuk 

me$ndapatkan informasi.21 

b. Studi Dokume$n 

Studi dokume$n yaitu te$knik pe$ngumpulan data dari dokume$n 

yang be$rhubungan de$ngan pe$rmasalahan yang dite$liti, me$liputi 

pe$raturan pe$rundang-undangan, buku, artike$l, jurnal kajian hukum se$rta 

me$mpe$lajari data te$rtulis maupun wawancara yang dipe$role$h dari AJI 

Jambi. 

6. Analisis Data 

Analisis data me$rupakan ke$giatan dalam pe$ne$litian yang me$libatkan 

pe$me$riksaan atau kajian te$rhadap hasil pe$ngolahan data, yang dibantu 

de$ngan te$ori-te$ori yang te$lah dipe$lajari se$be$lumnya de$ngan cara 

se$de$rhana.22 

Pe$ne$litian ini me$nggunakan me$tode$ analisis de$skriptif kualitatif, 

dimana data yang didapat ole$h pe$ne$liti saat wawancara se$bagai bahan 

prime$r disusun dan dije$laskan se$cara siste$matis, logis, e$fisie$n, dan e$fe$ktif. 

Prose$s analisis kualitatif be$rfokus pada pe$ngide$ntifikasian pola-pola, 

 
21 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram 2020, hlm 

95. 
22 Djulaeka dan Devi Rahayu, Metode Penelitian Hukum, Scopindo Media Pustaka, 

Surabaya 2019, hlm. 87. 
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te$ma-te$ma, dan konse$p-konse$p yang muncul dari data yang sudah didapat. 

Langkah se$lanjutnya adalah me$nge$lompokkan dan me$ngklasifikasikan 

informasi yang dipe$role$h dari jawaban re$sponde$n ke$dalam pe$rnyataan 

yang re$le$van se$hingga akan dipe$role$h suatu gambaran yang je$las dan 

le$ngkap se$rta me$nghasilkan ke$simpulan yang me$njawab rumusan masalah 

pe$ne$litian ini. 

I. Sistematika Penulisan 

Untuk me$ndapatkan pe$mahaman yang me$ndalam te$ntang isu yang 

dibahas dalam skripsi ini, pe$nulis te$lah me$rancang pe$nulisan se$cara siste$matis. 

Siste$matika pe$nulisan skripsi ini te$rdiri dari e$mpat bab yang akan dije$laskan 

se$cara umum se$bagai be$rikut: 

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini pe$nulis me$nguraikan be$be$rapa 

hal yang me$ncakup latar be$lakang masalah, pe$rumusan 

masalah, tujuan pe$ne$litian, manfaat pe$ne$litian, ke$rangka 

konse$ptual, landasan te$ori, originalitas pe$ne$litian, me$tode$ 

pe$ne$litian dan siste$matika pe$nulisan. Bab ini be$rtujuan untuk 

me$mbe$rikan Gambaran me$nge$nai pe$rmasalahan yang akan 

dibahas le$bih de$tail pada bab-bab be$rikutnya. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini pe$nulis akan 

me$nguraikan me$nge$nai tinjauan umum te$ntang pe$rlindungan 

hukum te$rhadap jurnalis dalam pe$liputan isu-isu se$nsitif. 
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BAB III  PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS 

DALAM PELIPUTAN BERITA Pada bab ini me$mbahas 

te$ntang bagaimana pe$rlindungan hukum te$rhadap jurnalis, 

bagaimana imple$me$ntasi pe$rlindungan hukum te$rhadap jurnalis 

se$rta bagaimana pe$ran AJI Jambi dalam me$nangani kasus 

ke$ke$rasan te$rhadap jurnalis pada saat me$liput berita dan apa saja 

yang menjadi kendala dalam implementasi perlindungan hukum 

terhadap jurnalis. 

BAB IV  PENUTUP Pada bab ini be$risikan ke$simpulan dari uraian yang 

te$rtuang dalam bab se$be$lumnya dan juga juga me$muat saran 

atas pe$rmasalahan yang timbul dalam pe$nulisan skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


